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I. UMUM 

Sumber Daya Air dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

menyatakan “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat”. Penguasaan negara atas Sumber Daya Air 

dilakukan dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat 

setempat atas Air sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan 

nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penguasaan 

oleh negara atas Air dilakukan dengan melakukan pengaturan dan 

pengurusan perizinan dan alokasi Air untuk menjamin hak setiap orang 

untuk mendapatkan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. 

Terkait dengan pengaturan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, 

pada tanggal 18 Februari 2015 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan 

Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 atas gugatan pengujian materi yang 

kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 

Daya Air. Putusan tersebut antara lain menyatakan bahwa Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak mempunyai 
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kekuatan hukum dan memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 1974 tentang Pengairan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu 

dilakukan pengaturan mengenai Pengusahaan Sumber Daya Air yang 

sesuai dengan kondisi pada saat ini. Hal ini sejalan dengan Putusan 

Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa salah satu makna 

penguasaan Air oleh Negara adalah melakukan pengaturan (regelendaad). 

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terkandung 6 (enam) 

prinsip dasar pembatasan Pengelolaan Sumber Daya Air yang antara lain 

menyatakan “… pemberian izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada 

usaha swasta dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu dan ketat 

...”. Prinsip tersebut mengandung arti bahwa di dalam Pengelolaan 

Sumber Daya Air, kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air oleh badan 

usaha swasta merupakan prioritas terakhir, sehingga persyaratan tertentu 

dan ketat dapat dilaksanakan Pengusahaan Sumber Daya Air tidak 

sekedar merupakan syarat dalam permohonan izin tetapi merupakan 

bagian dari seluruh aspek dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sumber 

Daya Air. Dengan demikian pengaturan mengenai persyaratan tertentu 

dan ketat harus diatur mulai dari pengaturan penyusunan rencana 

penyediaan Sumber Daya Air yang merupakan bagian dari rencana 

Pengelolaan Sumber Daya Air, prioritas pemberian izin, prioritas alokasi 

Air, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Pengusahaan Sumber Daya 

Air serta pemberian sanksi dalam rangka penegakan hukum. 

Pengaturan terhadap perizinan dan alokasi Air diperlukan karena 

ketersediaan Air secara alamiah tidak sebanding dengan jumlah 

penduduk yang semakin berkembang. Sehubungan dengan hal tersebut, 

persaingan antara kebutuhan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok 

sehari-hari dengan kebutuhan Air untuk penggunaan lainnya, termasuk 

kegiatan pengusahaan yang memerlukan sumber daya Air, di masa yang 

akan datang akan semakin meningkat. Untuk menjamin pemanfaatan dan 

pemakaian Air yang adil dan merata diperlukan pengaturan perizinan dan 

alokasi Air, baik untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan 

pertanian rakyat serta Pengusahaan Sumber Daya Air. Perizinan dalam 

Pengelolaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan maksud untuk 

memberikan perlindungan terhadap hak rakyat atas Air, pemenuhan 

kebutuhan para pengguna Sumber Daya Air dan perlindungan terhadap 

Sumber Daya Air.  
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Tidak dapat dipungkiri bahwa pemenuhan kebutuhan manusia pada 

saat ini dan terutama pada masa-masa mendatang tidak terbatas pada 

pemenuhan kebutuhan primer, yaitu pemenuhan kebutuhan pokok 

sehari-hari dan pertanian rakyat, tetapi juga mencakup keperluan untuk 

memenuhi kebutuhan sekunder, misalnya energi, transportasi, olah raga, 

pariwisata, dan lain-lain. Upaya untuk memenuhi kebutuhan sekunder 

tersebut seringkali memerlukan dukungan Sumber Daya Air melalui 

kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air. Untuk melindungi hak rakyat 

atas Air dan prioritas pemenuhan kebutuhan Air bagi kegiatan usaha 

maka kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air harus dilakukan 

berdasarkan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Pengusahaan 

Air Tanah.  

Dalam rangka memprioritaskan hak-hak masyarakat atas Air, 

mengatur penggunaan Sumber Daya Air dan mencegah terjadinya konflik 

antar pengguna Sumber Daya Air maka perlu diatur prioritas pemberian 

izin dan alokasi Air. Air merupakan kebutuhan mendasar yang tidak 

tergantikan bagi kehidupan manusia, oleh karena itu pemenuhan 

kebutuhan pokok sehari-hari merupakan prioritas yang utama di atas 

semua kebutuhan. Pemerintah wajib menjamin kebutuhan pokok minimal 

sehari-hari masyarakat. Hal ini tidak lain untuk menjamin hak setiap 

orang untuk memperoleh Air bagi kehidupan yang bersih, sehat, dan 

produktif. 

Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang ditetapkan bukan 

merupakan izin untuk memiliki atau menguasai Air dan/atau Sumber Air, 

tetapi hanya terbatas pada pemberian izin oleh pemerintah kepada 

pemegang izin untuk memperoleh dan mengusahakan sejumlah (kuota) 

Air, daya Air dan/atau Sumber Air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan 

Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada pengguna Air. Izin 

Pengusahaan Sumber Daya Air tidak dapat disewakan atau dipindah 

tangankan baik sebagian atau seluruhnya. 

Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan apabila Air untuk 

pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat telah 

terpenuhi, serta sepanjang ketersediaan Air masih mencukupi. Izin 

Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Pengusahaan Air Tanah 

diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya. Jumlah kuota Air yang ditetapkan dalam Izin 

Pengusahaan Sumber Daya Air tidak bersifat mutlak dan tidak harus 
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dipenuhi sebagaimana tercantum dalam izin. Alokasi Air diberikan 

berdasarkan ketersediaan Air serta prioritas alokasi Air. Di samping itu, 

kuota Air yang ditetapkan dalam izin dapat ditinjau kembali apabila 

persyaratan atau keadaan yang dijadikan dasar pemberian izin dan 

kondisi ketersediaan Air pada Sumber Air yang bersangkutan mengalami 

perubahan yang sangat berarti. 

Perizinan merupakan instrumen pengendali untuk mewujudkan 

ketertiban dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, melindungi hak 

masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan 

pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang telah ada serta menjamin hak 

ulayat masyarakat hukum adat setempat atas Air dan hak yang serupa 

dengan itu. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

  Cukup jelas.  

 

 Pasal 2 

  Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

   Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “usaha bersama dan kekeluargaan”,  

antara lain usaha mengembangkan koperasi. 

 

Pasal 3 

Yang dimaksud dengan “Sumber Daya Air Permukaan”, antara lain, 

sungai, situ, embung, ranu, waduk, telaga, danau, dan mata Air 

(spring water). 

 

 Pasal 4 

 Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “kebutuhan pokok sehari-hari” adalah 

Air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang 

digunakan pada atau diambil dari Sumber Air untuk keperluan 

sendiri guna mencapai kehidupan yang sehat, bersih dan 

produktif, misalnya untuk keperluan ibadah, minum, masak, 

mandi, cuci dan, peturasan.  

 

Yang dimaksud dengan “pertanian rakyat” adalah budi daya 

pertanian yang meliputi berbagai komoditi yaitu pertanian 

tanaman pangan, perikanan, tambak garam, peternakan, 

perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan 

luas tertentu yang kebutuhan Airnya tidak lebih dari 2 liter per 

detik per kepala keluarga. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan ”terjaminnya keselamatan kekayaan 

negara” adalah mencegah hilangnya atau dikuasainya Sumber 

Daya Air oleh pihak tertentu akibat kegiatan Pengusahaan 

Sumber Daya Air.  

 

Pasal 5 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “rencana penyediaan Air” adalah 

rangkaian kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air yang akan 

dilakukan untuk menyediakan Air dengan jumlah tertentu 

untuk berbagai jenis kebutuhan penggunaan sumber daya Air. 

Misalnya melalui pembangunan bendungan, saluran Air baku, 

sumur/pengeboran Air tanah, dan lain-lain. 

 

Penyediaan Sumber Daya Air untuk Pengusahaan Sumber Daya 

Air misalnya penyediaan Air untuk perusahaan daerah Air 

Minum, perusahaan minuman dalam kemasan, pembangkit 

listrik tenaga Air, olahraga arung jeram, dan sebagai bahan 

pembantu proses produksi, seperti Air untuk sistem pendingin 

mesin (water cooling system) atau Air untuk pencucian hasil 

eksplorasi bahan tambang. 
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